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Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Pokok Perkara : Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat 
(1) dan ayat (3)  UUD 1945. 

Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
Tanggal Putusan : Senin, 23 Oktober 2023. 
Ikhtisar Putusan :  

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Menurut Pemohon, keberlakuan 
ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (UU 7/2017) menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon yaitu tidak 
memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum, tidak memberikan kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan, dan cenderung bersifat diskriminatif terhadap Pemohon yang telah berusia 
dewasa menurut hukum. 

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah permohonan 
untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 169 huruf q UU 
7/2017, sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo; 

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon a quo, terlebih 
dahulu Mahkamah mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan a quo 
adalah pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yang tidak berbeda dengan objek 
permohonan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sementara itu, berkenaan dengan 
Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan atas Perkara a 
quo yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 16 Oktober 2023, di 
mana terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, 
sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
XXI/2023. 

Bahwa terlepas dalam Putusan a quo terdapat hakim konstitusi yang mempunyai 
alasan berbeda (concurring opinion) dan pendapat berbeda (dissenting opinion), berkaitan 
dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menjadi objek permohonan a quo telah 
memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-
XXI/2023 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 UU MK], bukan lagi sebagaimana yang 
termaktub dalam permohonan Pemohon. Dengan demikian, terlepas permohonan a quo 
memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 
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memenuhi, dalil Pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 169 
huruf q UU 7/2017, adalah telah kehilangan objek. 

Bahwa oleh karena permohonan a quo telah kehilangan objek maka menurut 
Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon dan 
Pokok Permohonan. Dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, 
Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kehilangan objek. Oleh karenanya, 
Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar Menyatakan permohonan Pemohon tidak 
dapat diterima. 
 

 
 
 


